
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum   2021 

PEMERINTAH PERPANJANG INSENTIF PAJAK  

HINGGA 30 JUNI 2021 

                                                                                                  

sumber gambar: https://ekonomi.bisnis.com 

 

Pemerintah memperpanjang insentif pajak sebagai dampak pandemi Covid-19 

hingga 30 Juni 2021, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 

yang mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021. Ketentuan ini terbit menggantikan PMK 

Nomor 86/PMK.03/2020 jo PMK Nomor 110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang 

pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020.  

“Insentif ini dapat diberikan apabila kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) wajib pajak 

pada SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 atau pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 

2019 telah sesuai dengan KLU pada ketentuan peraturan ini,” kata Direktur Penyuluhan, 

Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Hestu Yoga Saksama. 

Menurut Hestu Yoga Saksama, wajib pajak yang sudah memiliki Surat Keterangan 

Bebas (SKB) atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif untuk tahun pajak 

2020, harus mengajukan permohonan SKB atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan 

insentif kembali untuk mendapatkan insentif ini di tahun pajak 2021. Pengajuan 

permohonan, penyampaian pemberitahuan, dan laporan realisasi dilakukan secara online 

melalui www.pajak.go.id. Laporan realisasi disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 

20 bulan berikutnya. 

Pemberi kerja atau wajib pajak yang hendak memanfaatkan insentif Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21i ditanggung pemerintah atau pengurangan besarnya angsuran 

PPh Pasal 25 ii  mulai masa pajak Januari 2021, diberikan relaksasi penyampaian 
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pemberitahuannya sampai dengan 15 Februari 2021. Di samping itu, pemberi kerja, wajib 

pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan pemotong PPh final jasa konstruksi 

Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) iii  yang akan 

memanfaatkan insentif PPh ditanggung pemerintah tahun pajak 2020 dapat menyampaikan 

laporan realisasinya paling lambat tanggal 28 Februari 2021. 

Adapun perincian insentif yang diberikan Menteri Keuangan dalam ketentuan ini 

adalah sebagai berikut : 

A. Insentif PPh Pasal 21 

1. Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 

bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor 

Tujuan Ekspor (KITE)iv, atau perusahaan di kawasan berikatv dapat memperoleh 

insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah. 

2. Insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan 

tidak lebih dari Rp 200 juta. Karyawan tersebut akan mendapatkan penghasilan 

tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya 

ditanggung oleh pemerintah. 

3. Apabila perusahaan memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif 

PPh pasal 21 cukup disampaikan oleh pusat dan berlaku untuk semua cabang. 

 

B. Insentif Pajak UMKM 

1. Pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan 

demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak 

yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau 

pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. 

2. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat 

keterangan PP 23vi, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan. 

 

C. Insentif PPh Final Jasa Konstruksi 

1. Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program 

Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh 

final jasa konstruksi ditanggung pemerintah. 
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2. Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penyediaan air 

(irigasi) sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor 

pertanian kita. 

 

D. Insentif PPh Pasal 22 Impor 

Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha tertentu (sebelumnya 

Nomor SP- 05/2021721 bidang usaha), perusahaan KITEvii, atau perusahaan di kawasan 

berikat mendapat insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor. 

 

 E. Insentif Angsuran PPh Pasal 25 

Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu 

(sebelumnya 1.013 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat 

mendapat pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang 

seharusnya terutang. 

 

F. Insentif PPN 

Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 725 

bidang usaha tertentu (sebelumnya 716 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan 

di kawasan berikat mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar 

paling banyak Rp5 miliar. 

 

Sumber berita: 

1. https://nasional.kontan.co.id/news/sah-pemerintah-perpanjang-insentif-pajak-hingga-

30-juni-2021-ini-daftar-lengkapnya, diakses pada tanggal 9 Februari 2021. 

2. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210204/259/1352047/6-insentif-pajak-

diperpanjang-hingga-juni-2021-ini-perinciannya, diakses pada tanggal 9 Februari 2021. 

 

  

i PPh Pasal 21 adalah adalah PPh yang dipotong berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang PPh yaitu 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
ii PPh Pasal 25 adalah PPh yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-

Undang PPh. 

                                                      

https://nasional.sindonews.com/read/165430/16/target-penerimaan-pajak-2021-diturunkan-1600168185,
https://nasional.sindonews.com/read/165430/16/target-penerimaan-pajak-2021-diturunkan-1600168185,
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5168980/target-penerimaan-pajak-turun-rp-38-t-di-2021,
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5168980/target-penerimaan-pajak-turun-rp-38-t-di-2021,
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iii Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi yang selanjutnya disebut P3-TGAI adalah program 

perbaikan, rehabilitasi, atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang 

dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, atau Induk 

Perkumpulan Petani Pemakai Air 
iv Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang selanjutnya disebut KITE adalah Kemudahan Impor Tujuan Ekspor 

Pembebasan, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor 

Industri Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan 
v Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang 

berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor 

untuk dipakai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. 
vi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang 

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 
vii Perusahaan KITE adalah badan usaha yang telah memenuhi ketentuan dan ditetapkan melalui keputusan 

Menteri Keuangan untuk mendapatkan fasilitas KITE sesuai perundang-undangan di bidang kepabeanan. 


